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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN.BDG ialah 

 a) Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan 

dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus memuat 

putusan, yang diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal terkait 

yang ada di dalam Undang-Undang, dan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, dan unusr-unsur yan terpenuhi di dalam Pasal 114 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seta 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 79 ayat 2. 

b). Pertimbangan bersifat non yuridis yang melihat secara sosiologis, 

psikologis, dan pedagogis untuk menentukan nilai keadilan dalam 

penjatuhan pidana penjara anak dalam putusan ini. Berdasarkan pasal 57 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak terkait laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama 
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terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta pembelaan 

penasehat hukum dari terdakwa hakim dalam kasus ini sehingga 

menjatuhkan pidana penjara 6 tahun kepada terdakwa anak ini atas 

pertimbangan hakim yang melihat dari segi sosiologis, psikologis, dan 

pedagogis, hakim juga melihat dari tujuan pemidanaan terhadap terdakwa 

anak dalam kasus ini, hakim juga melihat dari hal-hal yang meberatkan dan 

hal yang meringankan. 

2. Kendala-kendala hakim dalam menjatukan pidana penjara terhadap anak 

sebagai kurir narkotika adalah : 

     a) Kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap hukum yang masih terbatas, 

serta perasaan takut anak di perisdangan yang menyebabkan aparat penegak 

hukum lainnya kesulitan dalam mencari keterangan yang sebenarnya dan 

membuat hakim sedikti susah dalam mempertimbangkan dan mengambil 

keputusan. 

  b) Stigma negatif masyarakat terhadap putusan yang akan diambil oleh 

hakim, hakim dalam mengambil keputusan anak banyak mendapat stigma 

negatif dari masyarakat pada saat pemeriksaan sampa pada putusan. Stigma 

negatif masyarakat meragukan kemampuan hakim dalam memutus suatu 

perkara. 

 

B. Saran 

1. Hakim dalam memutus setiap perkara anak tidak hanya mempertimbangkan 

dari aspek yuridis saja tetapi juga memperhatikan aspek non yuridis seperti 
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aspek sosiologi, aspek psikologis, aspek pedagogis. Hakim juga harus 

berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak agar terciptanya penjatuhan putusan yang adil. 

2. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus memahami terkait sistem 

peradilan pidana anak agar dalam memberi penjelasan kepada anak yang 

berkonflik dengan hukum anak dapat memahami dan merasa nyaman dalam 

menjalani permasalahan hukum yang ia hadapi.  
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